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'laﬁ terhadap 'BAP - dari. saks; maupun “terdakwa di pers;dangan meskzpun

" _' Harnbatan~hambatan struixiural di atas ;eias menjauhkan peradilan tha dari upaya

,pamenu}mn keachian bagi masyamixat yang membiutubkan keadilan. Sa]ah saty
_:upaya untuk menuehmmir hambatan- hambaian siruktural tersebut adalah kontrol

sosial terhadap iurnbaga kepohslan perlu dttmgkatkan dan sanksi tegas harus ciuatuh— '

kan kepada oknum polisi yang y melakuKan pemer;ksaan terhadap caksx dan terdakwa
dengan ancaman dan kekerasan.
Putusan yang edang diberi komentar ini adalah putusan PT (Pengadilan nggx)

Jalara, PT Jakara melalul putusannyd mengos ksi putusan PN (Pengad:lan Negen)

Jakama Pugt.

" Koreksi PT Jakarta ditujukan pada eksistensi keterangan saksi dalam amar putu—
san PN Jakarta Pusat, di mana menurut PT jenis saksi yang auditar {saksi yang
mendengar keterangan dari orang lain) lemah sifatnya. PT dalam amar putusannya
“berpegang pada pasl 183 dan pasal 184 KUHP, di mana seseorang bar bisa dijatuh
hukuman bila ada alat bukt yang sah; terutama sekali saksi yang telah melihat
sendiri kejadian pembunuhan itu dan barang bukti yang dipergunakan dalam kejaha-
tan itu. Kedua alat bukti tersebut tidak ada, Oleh karena tiadanya alat-alat bukti yang
sah tersebut, PT membebaskan kedua terdakwa, yattu Afuzai Tan}ung ahas Buyung

" dan Suwandi alias Codet. :

Bila diperhatikan amar putusan PN, maka akan terlihat !\e}an malan seperti: ttdak
diperhatikannya faktor tidak mengetahui secara langsung atas perkara pembusnuhan
ini dari para saksi; majelis hakim langsung mempergunakan visu et repertum dan
berkesimpulan bahwa kedua terdakwa lah yang telah melakukan penusukan ke

wdanya Jemampuan. polisi dalam mengorek keterangan saksi dan terdakwa,
ia" profesmnal dan lemahnya penghayatan asas praduga tak b;rsalah melatarbe—- S
Jakanei vonis hakim vang jauh dari rasa keadilan. Lebih janh. lavl, inkun bmsanya '
'_leblh mempercayat BAP {Benta Acar Punenksaan) danpada Ketenangan - dzm :

terunwkap bahwa proses pembuatan BAP melalua tckanan polisi terhadap diri saksz .
. rdakwa. Vonis 7tung’ keadilan” seperti diatas terutama sekali dihasilkan oleh A
jpers1dan0an terhadap Lelompok masyarakaz idas bawah yang blasanya buia hukum :




- .Periakuan parah o

ari., kelo_mpok masyarakat' '

chvoms telah melakukan ke_;ahatan meskipun nngkat pemenksaan baru sampai pada_ o
_ ___?Earaf pemeriksaan di polisi belum lagi sampai di pengadilan. Image seperti di atas,
_'k}ranya, tak syak 1ar=: melaiarbelakang1 lahlmya BAP yang ﬁkhf Klranya dew1 B
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- Perhatian terhadap perfunya kehadimn pérﬁﬂdungaﬁ hati-hak rkyat dalam akiifi-
-£H3 pembangunan ‘adalah-isue:hak asasi manusiz yanu kuaf gemanya: dalamidua
dekade. terakhir ini. Diharapkan aktifitas tidak saja’ berhenti pada: peningkatan
prasarana fisik kehidupan tetapi juga sekaligus dihaditkannya upaya - upaya untuk
melindungi hak-hakmasyarakat-di dalam akiifitas pembangunan itu sendiri.

Biiku yang sedang dibahds ini merupakan kumpulan tulisan dalam rangka mem-
peringati 40 tahun Dekiarasi Umum Hak Asasi Manusia. Kumpulan tulisan - yang
menjadi bahan bukwing -- berasal dari seminar tentang hak asasi manusia (HAM)
yang diselenggarakan secara bersama oleh Yayasan LBH Indonesia dengan ixantor
Penerangan PBRB dan Freidrich Natumann Stiftung pada 8 Desenibér 1988,

Buehak takyat atas pembangunanberkisar pada masalah, bagaimana menghadw—
kan partisipasi dan pertanggungjawaban dari tap individu warganegara terhadap
setiap aktifitas pembangunan (him. 19). Upaya konkrit untuk menghad:rkan hak
rakyat atas pembangunan melalui proses-proses yang demokratis, seperti, antara lam
mewujudkan kebebasan berserikat, mengorgan' ir difi rai{y’azsend:r; apakah sebagal
produsen, konsumen, pekerjz, atau pun sebagax' kelempok yang merugl.

Menghadirkan hak mkyat atas ‘pembangunan | hukum pekerjaan bukan mudah.,
mpi membutuhkan proes dan pengomganissian. Ker;a keras sangat dibutuhkan
untuk menghadikan proyek kémanusiaan yang fundamental dan bernilai ini.

Menurut Iiagnis Susesno, univk menghadirkan penghormaian Lerhadap HAM
membutuhkan prasyarat—prasyarai struktural, yaxtu pertama; peﬂcabutan beberapa
HAM harus dzrumaskan sendiri dalam pemngkat hukum ne gara yang bersangkutan
misainya dalam perundangar untek keadaan darurat; keduaj -pengakuan sebuah
defisiensi, bahwa situasi belum mengijinkan pengakuan penuh terhadapHAM selala
merupakan semacam konsesi; dan ketiga, perwujudan HAM dalam sistem hukum
dan struktur - strukter kekuasaan itu sendiri mrupakan unsur sirktural untuk
memantapkan kehidupan masyarakat,

Dikatakan, pengakuan HAM bukan sekedar sarana, tetapi ssbagal salah satu
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